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“Kekuatan Kelompok
Tani Hutan (KTH)

sangat penting dalam peningkatan 
kesejahteraan dan pengelolaan hutan yang 

lestari. Kelompok Tani Hutan 
yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 

kebersamaan, keserasian, kesamaan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumber 

daya alam mampu meningkatkan
kesejahteraan dan kelestarian”

(KpSHK 2016)





PRAKATA

Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat 
(PSDABM), khususnya “Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan 
Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok 
Timur, Lombok Utara, dan Kolaka” bertujuan “meningkatkan kualitas 
layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan”, 
sesuai tujuan Green Prosperity Program (Program Kemakmuran Hijau) MCA-
Indonesia.

Sejalan dengan pengelolaan hutan melalui sistem hutan kerakyatan (SHK) 
yang telah dikembangkan melalui prinsip-prinsip SHK, menjadi pondasi 
didalam suatu masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan hutan,  
di antaranya aktor utama adalah rakyat dan lembaga pengelola dibentuk, 
dikelola, dan dikontrol oleh rakyat. Melalui nilai-nilai kearifan lokal yang 
masih ada dan melekat di dalam masyarakat sehingga ada suatu keseimbangan 
dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dan hutannya.  

Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan sistem 
tatanan yang sudah ada, khususnya yang baik dan konstruktif berfungsi 
untuk memperkuat tatanan kelembagaan kelompok, baik dalam penyelesaian 
konflik, peningkatan ekonomi, penguatan tata kelola, dan kepastian tenurial.

Untuk itu Konsorsium KpSHK bersama anggota konsorsium KONSEPSI, 
YAPPI-Sultra dan LaPAK-Sultra berharap Modul ToT Kader Kelompok 
Tani Hutan (KTH) ini dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas 
manajerial dan jaringan kader Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk 
mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kesejahteraan petani hutan dan 
pengelolaan hutan yang lestari. 

Bogor, 23 November 2016 
Program PSDABM Lot.2 MCA-Indonesia

Konsorsium KpSHK

Aftrinal Sya’af Lubis
Project Manager
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PENGANTAR

Modul ToT Kader Kelompok Tani Hutan

Jilid I

“Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan”

Pengantar
Sejak zaman prakolonial masyarakat perdesaan nusantara, baik yang di dalam 
maupun sekitar hutan telah akrab memanfaatkan wilayah hidup di sekitarnya; 
mengadaptasikan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya, baik tanam-
tanaman jangka pendek maupun jangka panjang yang telah teruji secara turun-
temurun. Sebagian besar hasil hutan bukan kayu (NTFP), seperti damar, 
rotan, kulit manis, kemenyan, dan lain-lain merupakan produk yang dikelola 
oleh masyarakat sekitar dan dalam hutan. Berbagai produk perkebunan rakyat, 
seperti kopi, lada, karet, pala, kemiri, dan lain-lain merupakan komoditas 
yang ditanam oleh masyarakat sekitar dan dalam hutan. 

Cara masyarakat di dalam dan sekitar hutan ini memanfaatkan alam 
sekitarnya telah teruji dan berlangsung turun-temurun. Tata cara pengelolaan 
ini menciptakan pola-pola atau model-model pengelolaan sumber daya alam 
yang khas. Beberapa LSM yang bekerja untuk isu-isu advokasi masyarakat 
adat dan lingkungan hidup pada pertengahan 1990-an memformulasikan 
model-model pengelolaan sumber daya alam yang khas masyarakat di 
dalam dan sekitar hutan ini sebagai sistem hutan kerakyatan (SHK). SHK 
merupakan paduan konsep tentang sistem pengelolaan sumber daya alam dan 
sistem sosial yang juga meliputi sistem tenurial yang termaktub di dalamnya. 

Meskipun semakin terdesak oleh berbagai model ekstraksi sumber daya alam 
skala besar, berbagai model SHK masih bertahan. Proses dokumentasi model-
model SHK ini harus terus dilakukan; kalau perlu didorong agar ada kebijakan 
nyata yang mendukung perluasan model-model SHK karena terbukti lebih 
lestari dan memberikan kemerataan manfaat untuk petani sekitar hutan. 
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Berbagai model SHK yang masih bertahan perlu didokumentasikan ulang 
dan mendapatkan dukungan selayaknya. Jasa lingkungan yang diberikan 
oleh berbagai model SHK ini tidak kalah dengan berbagai model hutan yang 
lain. Tren penghitungan karbon sebagai bagian dari jasa lingkungan patut 
diberikan kepada berbagai model SHK. Oleh karena itu, para penggiat SHK,  
khususnya yang tergabung dalam KpSHK harus memahami karakter jasa 
lingkungan dari berbagai model SHK.



Tema I: Memahami Sistem Hutan 
Kerakyatan (SHK) sebagai Suatu Gerakan

Deskripsi Singkat:
Menurut Odum dan Cox (1971), ekologi adalah suatu studi yang 
mempelajari struktur dan fungsi ekosistem atau alam di mana manusia adalah 
bagian dari alam. Struktur mencirikan keadaan sistem tersebut, sedangkan 
fungsi menggambarkan hubungan sebab-akibatnya. 

Jadi pokok utama ekologi adalah ilmu dasar yang berkaitan dengan berbagai 
ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan (peradaban). Ekologi 
adalah salah satu komponen dalam Sistem Hutan Kerakyatan yang harus 
ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang 
seimbang.

Perkembangan zaman yang dinamis, pengembangan Sistem Hutan 
Kerakyatan diusahakan secara sadar memelihara dan/atau memperbaiki mutu 
lingkungan agar kebutuhan dasar terpenuhi. Kelenturan dalam Sistem Hutan 
Kerakyatan tidak memberikan tempat pada adaptasi yang tidak sehat. Bersifat 
lentur untuk mendapatkan mutu Sistem Hutan Kerakyatan yang baik dan 
memperbesar manfaat SHK.

Dalam pengembangan tersebut, pada dasarnya yang menjadikan kekuatan 
konsep SHK dapat dilihat melalui tiga kekuatan besar dalam suatu upaya 
kelestarian wilayah kelola rakyat, yaitu:

1.	 Kelestarian Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yang menitikberatkan pada 
“original” untuk mewujudkan konsep SHK yang tepat.

2.	 Kelestarian potensi SDA yang menitikberatkan pada kelestarian potensi 
dan hasil pemanfaatan SDA untuk memaksimumkan produktivitas dan 
memperoleh keuntungan sebesar-sebesarnya dari produk lokal.
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3.	 Kelestarian sumber daya hutan yang menitikberatkan kepada hutan 
sebagai ekosistem yang menghasilkan kayu maupun nonkayu, pelindung 
tata air dan kesuburan tanah, penjaga kelestarian lingkungan, serta 
berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai macam 
sumber genetik, baik flora maupun fauna.

Pengembangan suatu kelompok/organisasi di komunitas melalui suatu 
kegiatan Training of Trainer (ToT) yang menghasilkan kader di komunitas 
dengan nilai dan prinsip-prinsip SHK dapat digambarkan dalam gambar di 
bawah ini. 

Seorang fasilitator dalam proses ToT kader kelompok/pengorganisasian tani 
hutan di wilayah SHK berdasarkan alur tersebut, yaitu:
1.	 Fasilitator yang berfungsi untuk memastikan para kader memahami suatu 

kerangka pengorganisasian yang bercirikan Sistem Hutan Kerakyatan 
(SHK). Selain itu juga, membantu jalannya proses diskusi pengembangan 
kerangka pengorganisasian yang akan dilakukan oleh kader di tingkat 
komunitas.
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2.	 Nilai-nilai dan prinsip dasar SHK sebagai perspektif pengorganisasian 
SHK, nilai-nilai atau prinsip dasar SHK yang selalu dipakai sebagai 
landasan dan cakrawala dari keseluruhan isi dan materi pelatihan. 
Pengembangan suatu organisasi/kelompok menjadikan SHK sebagai 
mode pengorganisasian, SHK sebagai perlawan ekologis, SHK sebagai 
paradigma dan alternatif.

3.	 Kerangka pemahaman serta isinya, sebelum melakukan pengorganisasian 
harus memiliki kerangka berpikir secara menyeluruh dan bisa menuliskan 
kerangka pemikirannnya tersebut. Secara sistematis, detail dan terperinci 
yang diberikan kepada kader pengorganisasian SHK dengan membuat 
secara sistematik dan isinya melalui proses yang dikembangkan oleh 
kader-kader pengorganisasi komunitas.

4.	 Transformasi merupakan proses dan dinamika “penyebaran” keahlian 
dari pihak pelatih kepada pihak yang dilatih, yaitu kelompok sasaran dapat 
dikembangkan melalui suatu proses praktik pengorganisasian dengan 
memperhatikan instrumen dan kelompok sasaran dalam pengembangan 
organisasi/kelompok di komunitas SHK. Dengan demikian, kader-kader 
pengorganisasian SHK dapat mengembangkan silabus dan modul.

5.	 Monitoring dan evaluasi merupakan mekanisme kontrol terhadap hasil 
pekerjaaan yang tengah berlangsung. Hal ini harus terus dilakukan 
monitoring. Bila tidak sesuai, harus dilakukan evaluasi proses 
mengembangkan kesadaran organisasi akan potensi yang dimilikinya.

Praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia dikenal dengan 
berbagai istilah, seperti Mamar di Nusa Tenggara Timur, Lembo di 
masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak  
di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Peminggir di Lampung, 
dan Tombak pada masyarakat Batak di Tapanuli Utara. Praktik-praktik 
pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah dan mampu 
mengelola sumber daya alam, termasuk hutannya secara turun-temurun. 
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Sistem perpaduan antara sumber daya alam, bentang alam, dan manusia 
yang menempatinya menumbuhkan berbagai ekosistem, masing-masing 
menampilkan kekhususan dalam kehidupan di tiap jenis yang terdapat 
di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu 
koleksi yang unik dan mempunyai potensi genetik yang besar. Namun, hutan 
yang merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat telah 
mengalami banyak perubahan dan sangat rentan terhadap kerusakan. 

Dilatarbelakangi keprihatinan yang dimulai dari terjadinya kerusakan 
hutan akibat eksploitasi kayu hutan secara berlebihan dan usaha masyarakat 
dalam mengelola hutan dengan kearifannya, pada awal tahun 1980-an 
keberadaan hutan tropis mulai diagendakan dalam dialog global. Sistem 
Hutan Kerakyatan adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya 
interaksi dan hubungan timbal-balik antara sumber daya alam (hutan, tanah, 
air, satwa, plasmanutfah, bahan tambang, dan lain-lain) dan manusia dalam 
satu kesatuan yang teratur. Aspek-aspek dalam sistem hutan kerakyatan tidak 
berdiri sendiri, tetapi terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam 
satu kesatuan.
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Kekuatan konsep Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dapat didukung dengan 
suatu operasional SHK yang meliputi:

•	 Produksi yang berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, 
baik dari kawasan hutan maupun kawasan nonhutan, serta jasa lainnya; 

•	 Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks 
perencanaan tata guna lahan yang terpadu antara kawasan konservasi dan 
kawasan budidaya; 

•	 Mempertahankan stabilitas fungsi dan ekosistem hutan kerakyatan 
dengan penekanan pada pemeliharaan sumber benih (plasma nutfah) 
dan unsur biodiversity yang diperlukan untuk regenerasi; 

•	 Meningkatkan dampak positif SHK dan sekaligus mengambil langkah-
langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan; 

•	 Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui tahapan proses untuk 
menghindari perbedaan penilaian yang berakibat pada konflik sesama 
pelaku SHK; serta

•	 Memberi peluang yang cukup luas untuk kemungkinan perubahan tata 
guna lahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, pengelolaan hutan melalui Sistem Hutan Kerakyatan 
(SHK) dikembangkan melalui prinsip-prinsip SHK yang menjadi pondasi di 
dalam suatu komunitas/masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan 
hutannya. Prinsip SHK meliputi: 

1.	 Pelaku utama pengelola, yaitu rakyat (masyarakat adat, masyarakat lokal) 
secara bersama; 

2.	 Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol secara 
langsung oleh rakyat yang bersangkutan; 

3.	 Memiliki wilayah/teritori yang jelas dan memiliki sistem hukum yang 
diterima dan berlaku di wilayah kelola; 

4.	 Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya dalam konteks SHK 
bersifat langsung dan erat. Ekosistem menjadi bagian yang penting dari 
kehidupan rakyat setempat; 

5.	 Pengetahuan dan teknologi lokal atau adat menempati posisi yang 
penting dan melandasi kebijaksanaan dalam sistem pengelolaan hutan. 
Di sisi lain, pengetahuan dan teknologi modern, serta pengetahuan dan 
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teknologi dari luar lainnya dapat memperkaya dan mengembangkan 
SHK setelah melalui proses penyesuaian dengan situasi dan kondisi 
setempat; 

6.	 Skala produksi sumber daya hutan hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip 
kelestarian dan keberlanjutan;

7.	 Sistem ekonomi ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan 
bersama; 

8.	 Keanekaragaman hayati (jenis dan genetis) menjadi dasar dalam pola 
budidaya dan pemanfaatan sumber daya, sistem ekonomi, dan lain 
sebagainya; serta

9.	 Mengedepankan kesetaraan sosial (gender) dalam melakukan pengelolaan 
SHK. 

Tujuan: 
Menyampaikan pemahaman kepada lembaga pendamping dan pelaku Sistem 
Hutan Kerakyatan tentang konsepsi SHK dari aspek sejarah, aspek ekologi, 
aspek sosial-ekonomi, aspek budaya, kriteria dan indikator, serta kerangka 
kerja pelaksanaan SHK. Dengan demikian, peserta ToT dapat memahami 
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dengan jelas konsepsi Sistem Hutan Kerakyatan di wilayahnya sesuai dengan 
kriteria dan indikator yang ada di dalam prinsip SHK sehingga dapat membuka 
wawasan peserta mengenai prinsip SHK dan juga mempunyai kemampuan 
dalam melakukan identifikasi di wilayah kelolanya sebagai bagian dalam 
pengelolaan hutan lestari komunitas.

Pokok Pembahasan:
Pemahaman-pemahaman dalam melakukan pegelolaan wilayah rakyat melalui 
Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) itu bisa dipilah menjadi tiga perspektif, 
yaitu: 

Pertama, SHK dipahami sebagai sistem interaktif yang harmonis antara 
masyarakat dan alam. Perspektif ini meyakini masyarakat lokal dengan 
pengalaman dan pengetahuannya mampu mengelola hutan secara arif, 
adil, dan lestari. Keyakinan ini dibuktikan melalui penjelasan fungsi-
fungsi struktur sosial dan keragaman penataan ruang setempat. 

Kedua, SHK dipahami sebagai proses sosial menuju pengelolaan 
hutan yang adil dan lestari. Perspektif ini meyakini bahwa intervensi 
pembangunan selama ini telah menghancurkan sistem sosial dan ekologi. 

Ketiga, SHK dipandang sebagai paradigma baru. Perspektif ini dipercaya 
secara ideologis dan SHK mampu menggantikan paradigma lama yang 
berbasis pada dominasi negara. 



10

Panduan Pelaksanaan ToT Kader SHK Melalui Kelompok Tani Hutan

Dalam praktiknya, Sistem Hutan Kerakyatan mempunyai multifungsi, 
di antaranya: 
•	 Fungsi ekonomi melalui produksi hasil hutan, seperti kayu, rotan, 

gaharu, dan sebagainya. Fungsi ekologi sebagai penjaga kelangsungan 
mahluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). 

•	 Fungsi ekologi tersebut, di antaranya menyerap karbon dioksida 
dan menghasilkan oksigen, sumber air, pencegah erosi dan banjir, 
habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. 

•	 Fungsi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekitar hutan dan obat-
obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Sistem Hutan Kerakyatan merupakan suatu wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama mengelola sumber daya alam dengan susunan fungsi untuk pelestarian 
keanekaragaman hayati, pelayanan jasa lingkungan, pelayanan sosial budaya, 
dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan serta pelestarian hasil hutan, dan 
pertanian merupakan bentuk dominan aktivitas rakyat yang membutuhkan 
pengelolaan disesuaikan dengan kemampuannya dan mempunyai keunggulan 
komparatif. 

•	 Wilayah SHK; 
•	 Perencanaan wilayah, adakah perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam pengelolaan PSDH; 
•	 Pemanfaatan wilayah; 
•	 Potensi Sumber daya Alam SHK; 
•	 Hasil produksi Sumber daya Alam SHK; 
•	 Pemasaran hasil produksi;
•	 Kelembagaan SHK; serta 
•	 Praktik/aktivitas SHK.

Persyaratan Peserta:
Peserta merupakan individu yang berasal dari lembaga mitra/pendamping 
KpSHK dan petani yang telah dipilih oleh lembaga mitra/pendamping  
di wilayah kerja KpSHK; individu memiliki kemauan untuk mengikuti proses 
pelatihan; serta memiliki pandangan yang sama dalam mencapai tujuan 
bersama dalam membuat suatu kelompok tani hutan.
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Waktu: 
Pembahasan ini akan disajikan dalam waktu selama satu hari.

Bahan Pembelajaran:
Bahan tayang (slide ppt dan film dokumenter), LCD projector, komputer/
laptop, flipt chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, 
panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi 
Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi. Di samping itu, alat 
dan bahan ajar yang diperlukan:

1.	 Kertas flip chart atau kertas plano;
2.	 Kertas HVS;
3.	 Komputer dan printer;
4.	 Tinta printer;
5.	 Spidol dan ballpoint;
6.	 Kamera foto/Handphone Kamera; serta
7.	 Buku Catatan.

Metode Pembelajaran: 
Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui  
1) presentasi; 2) diskusi umum, 3) curah pendapat, dan 4) diskusi kelompok 
ataupun Penugasan individual. 

Langkah Kegiatan Pembelajaran:
Penyampaian dalam sesi ini yang dikembangkan dalam waktu selama satu 
hari terdiri atas:

a.	 Presentasi;
b.	 Tanya jawab langsung; 
c.	 Diskusi umum untuk mengekplorasi pembahasan;
d.	 Diskusi kelompok dan mengidentifikasi wilayah kerja; serta
e.	 Penyampaian hasil diskusi.
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1.	 Sesi: Memahami Sistem Hutan Kerakyatan 
(SHK)

Tujuan: 
Memberikan pemahaman kepada peserta mengenali prinsip SHK yang 
menjadi bekal para peserta untuk menerapkan konsep SHK dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan hutannya.

Menyampaikan pemahaman kepada Lembaga Pendamping dan Pelaku Sistem 
Hutan Kerakyatan tentang konsepsi SHK dari aspek sejarah, aspek ekologi, 
aspek sosial-ekonomi, aspek budaya, kriteria dan indikator, serta kerangka 
kerja pelaksanaan SHK. Dengan demikian, peserta ToT dapat memahami 
dengan jelas konsep dan prinsip Sistem Hutan Kerakyatan di wilayahnya 
sesuai dengan kriteria dan indikator yang ada di dalam prinsip SHK.

Waktu: 
Selama 210 menit.

Dasar Pemikiran:
Nilai-nilai atau prinsip dasar SHK yang selalu dipakai sebagai landasan dan 
cakrawala dari keseluruhan isi dan materi pelatihan. Memahami Sistem Hutan 
Kerakyatan (SHK) 

–	 Pengenalan Prinsip SHK
–	 Identifikasi Prinsip SHK di Wilayah Peserta 

Analisis SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari

–	 SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari
Menggambarkan kondisi masing-masing wilayah dalam mengelola dan 
memanfaatkan hutan dan lahan

Bahan: 
Spidol, Metaplan, Plano, LCD, Laptop, solatif kertas, dan pen laser

Pengaturan Kelas:
pembagian ruangan dengan menggunakan meja lingkar yang dapat diisi 
paling banyak oleh lima orang dalam satu meja lingkar. 
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Prosedur:
Dilakukan dengan presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
dilanjutkan dengan tanya jawab serta dipandu oleh fasilitator/moderator 
dalam melakukan diskusi umum untuk mengeksplorasi pembahasan. Peserta 
diajak dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan dan menyampaikan 
kondisi di wilayahnya menyangkut sistem pengelolaan, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan hutannya.

Tips: 
Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK, penggalian data, dan informasi sesuai 
dengan apa yang diinginkan dalam mendukung program kegiatan. Selain 
itu juga, mampu menggambarkan dan menceritakan kepada peserta lainnya 
mengenai kondisi dan aktivitas sehari masyarakat/pelaku SHK di wilayahnya. 

Uraian Materi 
1.	 Pengenalan Prinsip SHK

Upaya untuk mewujudkan Sistem Hutan Kerakyatan dapat dilakukan 
dengan suatu rencana aksi yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 
yang bertujuan memperluas dan mendokumentasikan SHK. Rencana 
aksi meliputi beberapa aspek pokok, yaitu:

a)	 Keamanan dan Kepastian Wilayah SHK 

Kemantapan pengembangan SHK dimunculkan melalui inisiatif 
dan gagasan masyarakat berdasarkan kearifan (nilai dan norma) 
dalam pengelolaan sumber daya alam yang sudah melekat secara 
turun-temurun. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik 
antar-anggota masyarakat dan menciptakan rasa aman dalam 
menjalankan SHK. Kepastian hukum diikuti dengan pelaksanaan 
secara operasional serta perencanaan pengelolaan yang disahkan, 
penetapan, dan penataan wilayah dengan pemancangan tata batas 
yang jelas dan dikukuhkan secara yuridis formal maupun informal. 

Keamanan dan kepastian wilayah SHK akan akan menjadi landasan 
keamanan akses, penguasaan, dan pemilikan sumber daya hutan 
yang melibatkan komponen masyarakat lainnya dalam pengambilan 
keputusan. Dengan demikian, berdampak langsung pada pelaku 
SHK serta melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk 
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mendapat dukungan dalam memperkuat hak masyarakat atas 
sumber daya hutan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

b)	 Keberlanjutan Produksi dan Distribusi 

Perlunya kreativitas pengembangan potensi sumber daya alam 
yang ditetapkan dalam suatu perencanaan yang sesuai kondisi 
wilayah SHK masing-masing. Kelangsungan produksi hasil hutan 
dan nonhutan sangat ditentukan oleh kemauan pelaku SHK serta 
lembaga pendamping dalam menjaring peluang pemasaran. 

Mengembangkan sistem integrasi usaha pertanian dan kehutanan 
dengan jaminan atas hak jangka panjang masyarakat terhadap 
tenurial agar hak yang ada tidak dirugikan oleh kegiatan ekonomi 
skala besar, seperti perkebunan dan pertambangan.

c)	 Keanekaragaman Sumber Daya Hayati 

Aspek pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati ditujukan 
untuk penyediaan plasmanutfah di setiap wilayah SHK, yaitu dengan 
melakukan inventarisasi dan pendataan flora dan fauna, usaha-
usaha pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan 
penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran serta 
kerusakan vegetasi, dan kerusakan tanah serta perlindungan sungai, 
mata air, pantai, tepi danau, atau areal perlindungan lainnya. 

Pelestarian sumber daya hayati merupakan upaya terpadu dan 
terencana yang dilakukan dalam SHK yang dapat diterapkan dalam 
pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana, efek 
pemanasan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development)

d)	 Aspek Kelembagaan SHK 

Berbagai ketentuan dari kesepakatan masyarakat yang didukung oleh 
lembaga pendamping, serta tersedianya tenaga pengelola organisasi 
untuk memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dalam 
SHK. Menggerakkan dan meningkatkan kelembagaan tingkat 
wilayah untuk memperkuat struktur SHK dengan menyiapkan 
peraturan tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alam, serta 
mendorong kerja sama dengan berbagai pihak. 
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Mengembangkan visi-misi kelembagaan SHK dengan aturan yang 
berlaku di setiap wilayah atau jika perlu membuat peraturan baru. 
Mengorganisasi masyarakat untuk meningkatkan kepemimpinan 
dan manajemen SHK, membuat mekanisme penyelesaian sengketa 
antarwarga dan melakukan koordinasi dengan wilayah yang 
berbatasan langsung. Ditambahkan aturan-aturan yang memperkuat 
sistem kelembagaan yang ada di masyarakat pelaku SHK beserta 
struktur (hubungan SHK dengan pelaku SHK).

Nava SHK ataupun Sembilan Prinsip SHK merupakan prinsip dasar 
dalam mengembangkan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) di wilayah 
komunitas.
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2.	 Identifikasi Pemenuhan Prinsip SHK di Lokasi Kegiatan

Prinsip-prinsip dalam penetapan kriteria dan indikator pada Sistem 
Hutan Kerakyatan (SHK) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 
Gambarkan kondisi wilayah peserta melalui prinsip-prinsip SHK (diskusi 
kelompok)

	 Kepastian Tenurial: 

•	 Kepastian wilayah SHK serta pelaku SHK; 
•	 Komitmen lembaga pendamping dan pelaku SHK; 
•	 Jumlah anggota masyarakat sebagai pelaku SHK; serta
•	 Informasi awal wilayah SHK dan pendokumentasian  

perkembangan wilayah SHK. 
	 Keberlanjutan Produksi (ekonomi): 

•	 Penataan wilayah SHK dan inventarisasi potensi; 
•	 Perencanaan kegiatan wilayah SHK dan pengelolaan potensi; 
•	 Ketersediaan lahan, kelompok masyarakat, dan teknologi yang 

ramah lingkungan untuk tata guna lahan; serta
•	 Investasi dan reinvestasi yang memadai untuk pengembangan 

dan peningkatan kapasitas pelaku SHK. 
	 Aspek Ekologi: 

•	 Keberadaan dan kemantapan kondisi kawasan lindung di 
wilayah SHK; 

•	 Perlindungan dan pengamanan hutan kerakyatan; 
•	 Identifikasi sumber plasma nutfah; 
•	 Pengelolaan flora-fauna serta plasma nutfah untuk pendidikan, 

pariwisata dan ekonomi; 
	 Aspek Sosial-Budaya: 

•	 Kejelasan tata batas wilayah SHK dengan wilayah tetangga, 
serta kejelasan pembagian subwilayah SHK; 

•	 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 
yang adil; 

•	 Keberadaan mekanisme resolusi konflik; 
•	 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 

pelaku SHK. 
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	 Aspek Kelembagaan:

	 Memperkuat kelembagaan wilayah SHK dengan struktur/sistem 
tatanan yang sudah ada, khususnya yang baik dan konstruktif. 
Berfungsi untuk memperkuat tatanan di masyarakat, baik dalam 
penyelesaian konflik, peningkatan ekonomi, penguatan dalam tata 
kelola, dan juga kepastian wilayah/tenurialnya.

2.	 Sesi: Analisis SHK dan Pengelolaan  
Hutan Lestari

Tujuan: 
Peserta mampu memiliki pengetahuan dalam melakukan analisis di wilayahnya 
dalam melakukan pengelolaan hutan lestari dengan berpegang pada prinsip 
SHK. 
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Peserta mampu menggambarkan kondisi dan juga menghubungkan sistem 
pengelolaan hutan di wilayahnya menjadi bagian dalam penerapan dan 
pengembangan prinsip SHK.

Waktu: 
Selama 210 menit.

Dasar Pemikiran:
Analisis SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari di mana peserta mampu 
menggambarkan kondisi masing-masing wilayah dalam mengelola dan 
memanfaatkan hutan serta lahan, baik melalui media gambar maupun media 
penjelasan dalam proses diskusi.

Bahan: 
Spidol, Metaplan, Plano, LCD, Laptop, solatif kertas, pen laser.

Pengaturan Kelas: 
Pembagian ruangan dengan menggunakan meja lingkar yang dapat diisi 
paling banyak oleh lima orang dalam satu meja lingkar. 

Prosedur:
Dilakukan dengan presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
dilanjutkan dengan tanya-jawab serta dipandu oleh fasilitator/moderator 
dalam melakukan diskusi umum untuk mengeksplorasi pembahasan. Peserta 
diajak dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan dan menyampaikan 
kondisi di wilayahnya, menyangkut sistem pengelolaan, dan pemanfaatan 
sumber daya alam serta hutannya.

Tips: 
Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK, penggalian data, dan informasi sesuai 
dengan apa yang diingkan dalam mendukung program kegiatan. Selain itu 
juga, mampu menggambarkan dan menceritakan kepada peserta lainnya 
mengenai kondisi dan aktivitas sehari masyarakat/pelaku SHK di wilayahnya. 
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Uraian Materi
1.	 SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari

Penglihatan dan penguasaan terhadap suatu wilayah sejalan dengan 
perkembangan kebudayaan dan demografi manusia di permukaan bumi.  
Hal tersebut merupakan penunjang untuk memperluas kehidupannya. 
Pada satu sisi, manusia dalam penguasaan dan pengenalan alam 
lingkungannya berbeda-beda sehingga dapat dikatakan bahwa relasi 
manusia dengan alam lingkungannya bervariasi dari satu wilayah 
ke wilayah lainnya (varied ways of living). Variasi kehidupan ini 
dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan kelompok manusia di wilayah yang 
bersangkutan. 

Pengenalan dan relasi manusia dengan alam lingkungannya, serta 
pengetahuan mengenai suatu wilayah di permukaan bumi berkaitan 
dengan kondisi alam. Dengan demikian, kebudayaan inilah yang 
selanjutnya sebagai pengetahuan dan konsep pengelolaan wilayah. 
Bentuk-bentuk relasi terkait dalam suatu sistem yang saling memengaruhi 
dan bagaimana tindakan manusia memodifikasi, mengubah, serta 
mengadaptasinya. Berdasarkan pengenalan dan pengalaman hidupnya 
berinteraksi dengan lingkungannya, terbentuklah nilai dan norma yang 
berlaku di masyarakat. 

Konsep inilah yang dikembangkan dalam Sistem Hutan Kerakyatan di 
mana proses fisik, proses biotik, dan proses budaya saling berinteraksi 
membentuk aneka ragam paduan (konfigurasi) atau gejala menjadi suatu 
sistem manusia-lingkungan (man-environment system). Hubungan manusia 
dengan alam tidak hanya berkenaan dengan upaya pemanfaatan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun terdapat suatu pertimbangan-
pertimbangan ekologis dan ideologis yang melatarbelakangi pemanfaatan 
dan penempatan manusia di lingkungan hidupnya (Sutton dan Anderson 
2010).

Sistem Hutan Kerakyatan merupakan suatu wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama mengelola sumber daya alam dengan susunan fungsi 
untuk pelestarian keanekaragaman hayati, pelayan jasa lingkungan, 
pelayanan sosial budaya, dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan dan 
pelestarian hasil hutan, serta pertanian merupakan bentuk dominan 
aktivitas rakyat yang membutuhkan pengelolaan disesuaikan dengan 
kemampuannya serta mempunyai keunggulan komparatif. 
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a)	 Kenapa Hutan Menjadi Penting 

Hutan dan area alami memiliki peran sangat penting dalam 
mempertahankan proses alami. Hutan merupakan salah satu 
penampung dan penjaga daur karbon dan proses alami lainnya. 
Jika proses berjalan dengan baik, dapat membantu dan mencegah 
mengurangi perubahan iklim secara ekstrem. Hutan juga dapat 
menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar karena hutan dan 
tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar dari atmosfer. Hal 
ini berarti, makin banyak pohon yang tersedia untuk menyimpan 
karbon dan menyerap CO2 akan dapat mengurangi dampak 
perubahan iklim. 
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b)	 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam SHK 

Pemanasan global dan perubahan ikim menjadi isu utama 
dunia saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi pada 
abad 21. Kenaikan suhu di bumi mengakibatkan hilangnya 
keseimbangan dalam siklus bumi, kenaikan suhu permukaan, 
dan perubahan musim yang tidak dapat diprediksi. Perubahan 
iklim mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti badai 
topan, badai siklon tropis, banjir, endemik, kekeringan,  
El Nino, tsunami, dan berbagai bencana lainnya. Bencana ini akan 
mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada 
terjadinya bencana ekologis. Bencana terjadi akibat adanya faktor-
faktor ancaman (hazard) berupa fenomena alam akibat pemanasan 
global dan adanya kerentanan (vulnerability) di dalam suatu 
masyarakat dalam menerima risiko bencana. 

Untuk mencegah hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya peredaman 
risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu 
kegiatan manajemen bencana untuk mengurangi risiko bencana 
dari dampak perubahan iklim global. Upaya ini bisa dimulai dari 
sebelum bencana terjadi (mitigasi dan kesiap-siagaan), tanggap 
darurat saat terjadi bencana (emergency response), dan pemulihan 
setelah terjadi bencana (recovery).

2.	 Menggambarkan Kondisi Masing-masing dalam Mengelola dan 
Memanfaatkan Hutan dan Lahan

Bahan diskusi (masing-masing peserta menggambarkan kondisi dan 
mempresentasikan):

	 Wilayah SHK; 
	 Perencanaan wilayah, adakah perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam pengelolaan PSDH;
	 Pemanfaatan wilayah; 
	 Potensi sumber daya alam SHK; 
	 Hasil produksi sumber daya alam SHK; 
	 Pemasaran hasil produksi; 
	 Kelembagaan SHK; serta
	 Praktik/aktivitas SHK.





Tema II : Pelaku SHK
dalam Mengorganisasi Diri
Melalui Kelompok Tani Hutan/
Pengorganisasian Kelompok Pelaku SHK

Deskripsi Singkat:
Dewasa ini pelaksanaan pembangunan mensyaratkan adanya pelibatan dan 
keterlibatan masyarakat melalui suatu kelompok, baik yang dibentuk oleh 
pemerintah maupun yang dibentuk atas kesadaran masyarakat sendiri. Untuk 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan suatu kelompok, 
dibutuhkan pendamping melalui kegiatan pendampingan. Pendamping adalah 
sesorang atau kelompok/lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 
atau instansi yang berwenang, sedangkan pendampingan lebih diarahkan 
pada pelaksanaan teknis, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha 
melalui kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Tujuan: 
Meningkatkan pengetahuan individu dalam menumbuhkan inisiatif, 
kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan secara partisipatif 
dalam rangka pengembangan kelembagaan di masyarakat/komunitas. 

Pokok Pembahasan: 
Kekuatan kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama sangatlah penting 
dalam menopang dan terlibat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Menurut 
Slamet (2008), kelompok adalah dua atau lebih orang yang terhimpun atas 
dasar adanya kesamaan tertentu, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu 
guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. 
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Dengan demikian, kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam 
suatu wadah yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta berkeinginan 
untuk bekerja sama dalam pengembangan usaha hutan tanaman untuk 
kesejahteraan anggotanya. Kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi 
yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka kuasai dan 
berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas 
usaha tani dan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Permenhut Nomor: 
P03/Menhut-V/2004). Untuk itu, pembentukan kelompok haruslah muncul 
dari kesadaran individu untuk mencapai segala yang diinginkan ataupun 
capaian bersama. 

Persyaratan Peserta: 
Peserta ialah individu masyarakat maupun perwakilan dari organisasi/
kelompok tani yang berjumlah 15–20 orang peserta ToT.

Waktu: 
Satu hari.

Bahan Pembelajaran:
Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, 
flipt chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan 
diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan 
dan Lembar Rencana Dokumentasi. Di samping itu, alat dan bahan ajar yang 
diperlukan:

1.	 Kertas flipchart atau kertas plano;
2.	 Kertas HVS;
3.	 Komputer dan printer;
4.	 Tinta printer;
5.	 Spidol dan ballpoint;
6.	 Kamera foto/Handphone Kamera; serta
7.	 Buku catatan.
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Metode Pembelajaran: 
Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui  
1) presentasi, 2) diskusi umum, 3) curah pendapat, dan 4) diskusi kelompok 
ataupun penugasan individual. 

Langkah Kegiatan Pembelajaran: 
Penyampaian dalam sesi ini yang dikembangkan dalam waktu selama satu 
hari terdiri atas:

a.	 Presentasi;
b.	 Tanya jawab langsung; 
c.	 Diskusi umum untuk mengekplorasi pembahasan;
d.	 Diskusi kelompok dan mengidentifikasi wilayah kerja; serta
e.	 Penyampaian hasil diskusi.

1.	 Pengembangan Kelompok Masyarakat
	 Pelaku SHK
Tujuan: 
memberikan pengetahuan kepada individu masyarakat/petani dalam 
mengelola suatu kelembagaan melalui pembentukan kelompok yang dapat 
menunjang solidaritas dan perekonomian masyarakat.

Waktu: 
Selama 45 menit.

Dasar Pemikiran:
Kekuatan posisi tawar individu petani maupun kelompok tani dapat 
ditingkatkan dengan melakukan kerja sama dengan kelompok lain. Bentuk 
kerja sama ini akan dapat diformalkan dalam suatu Gabungan kelompok tani 
(Gapoktan) atau dalam bentuk forum kontak tani. Kontak tani adalah ketua 
kelompok tani/subkelompok yang dipilih dan diangkat oleh para anggotanya 
atas dasar musyawarah kelompok karena mempunyai kelebihan pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan perilaku, serta mau berkorban untuk kemajuan 
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kelompoknya. Dia akan menjadi wakil untuk bekerja sama dengan kelompok 
tani lainnya. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) akan lebih cocok apabila 
bentuk dan jenis yang diusahakan oleh masing-masing kelompok tani sama 
atau serupa sehingga unit usaha tani akan semakin besar dan lebih efisien 
sebagai agro-industrial. Sementaraitu, apabila masing-masing kelompok 
mempunyai jenis usaha tani berbeda tetapi mempunyai keterkaitan secara 
wilayah, akan lebih cocok melakukan kerja sama dalam bentuk forum  
kontak tani.

Bahan: 
Spidol, Metaplan, Plano, LCD, Laptop, solatif kertas, dan pen laser.

Pengaturan Kelas:
Pembagian ruangan dengan menggunakan meja lingkar yang dapat diisi 
paling banyak oleh lima orang dalam satu meja lingkar. 

Prosedur:
Dilakukan dengan presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
dilanjutkan dengan tanya jawab maupun brainstroming yang dipandu oleh 
fasilitator/moderator dalam melakukan diskusi umum untuk mengeksplorasi 
pembahasan. Peserta diajak dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan 
dan menyampaikan kondisi di wilayahnya menyangkut sistem pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya alam dan hutannya.

Tips: 
Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK, penggalian data dan informasi sesuai 
dengan apa yang dinginkan dalam mendukung program kegiatan. Selain 
itu juga, mampu menggambarkan dan menceritakan kepada peserta lainnya 
mengenai kondisi dan aktivitas sehari masyarakat/pelaku SHK di wilayahnya. 

Uraian Materi:
Pengorganisasian yang dilakukan dalam pengembangan organisasi/kelompok 
di komunitas wilayah Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) dapat dikembangkan 
melalui suatu pemahaman pesertaToT (Kader SHK), di antaranya: 
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–	 Dasar-dasar organiasi dan pengorganisasian
–	 Bagaimana organisasi secara sosial-budaya
–	 Bagaimana (kerangka) organisasi secara formal/resmi (hukum) 

Penguatan organisasi yang dilakukan dapat membanguan kesepahaman kader 
SHK dan juga kelompok/organisasi yang dibentuk di wilayah SHK melalui 
kerangka pemahaman untuk melakukan:

–	 Pengorganisasian pada penguatan sektor ekonomi
–	 Pengorganisasian pada penguatan sektor ekologi
–	 Pemahaman ketiga sektor (sosial-budaya-hukum dengan ekonomi 

dan ekologi) sebagai satu kesatuan yg saling terkait.
Dengan demikian, dapat dilihat melalui tabel ciri-ciri dari kelompok/
organisasi formal dan informal.

Tabel 1 Ciri-ciri dari kelompok/organisasi formal dan informal

Ciri Organisasi formal Organisasi nonformal
Hubungan antar 
pribadi 

Jelas, telah ditentukan 
sebelumnya Tergantung kebutuhan 

Kepemimpinan Ditetapkan dan 
ditunjuk Muncul, dipilih

Pengendalian 
perilaku 

Penghargaan dan 
hukuman Pemenuhan kebutuhan 

Ketergantungan Lebih tergantung Sama/tidak tergantung
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Sistem Hutan Kerakyatan adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena 
adanya interaksi dan hubungan timbal-balik antara sumber daya alam 
(hutan, tanah, air, satwa, plasmanutfah, bahan tambang, dan lain-lain), serta 
manusia dalam asatu kesatuan yang teratur”. Aspek-aspek dalam sistem hutan 
kerakyatan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi sebagai komponen yang 
berkaitan dalam suatu kesatuan.

Cara masyarakat di dalam dan sekitar hutan ini memanfaatkan alam 
sekitarnya telah teruji dan berlangsung turun-temurun. Tata cara pengelolaan 
ini menciptakan pola-pola atau model-model pengelolaan sumber daya alam 
yang khas. Memformulasikan model-model pengelolaan sumber daya alam 
yang khas masyarakat di dalam dan sekitar hutan ini sebagai Sistem Hutan 
Kerakyatan (SHK) ke dalam suatu organisasi/kelompok masyarakat ataupun 
komunitas merupakan paduan konsep tentang sistem pengelolaan sumber 
daya alam dan sistem sosial yang juga meliputi sistem tenurial yang termaktub 
di dalamnya yang ada di wilayah komunitas/masyarakat.

Kemantapan pengembangan SHK dimunculkan melalui inisiatif dan gagasan 
masyarakat berdasarkan kearifan (nilai dan norma) dalam pengelolaan 
sumber daya alam yang sudah melekat secara turun-temurun. Hal ini untuk 
menghindari terjadinya konflik antar-anggota masyarakat dan menciptakan 
rasa aman dalam menjalankan SHK. Kepastian hukum diikuti dengan 
pelaksanaan secara operasional serta perencanaan pengelolaan yang disahkan, 
penetapan dan penataan wilayah dengan pemancangan tata batas yang jelas 
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dan dikukuhkan,  serta pembentukan dan penguatan organisasi/kelompok 
pengelola wilayah SHK secara yuridis formal maupun informal. 

Keamanan dan kepastian wilayah SHK akan menjadi landasan keamanan akses, 
penguasaan, dan pemilikan sumber daya hutan yang melibatkan komponen 
masyarakat lainnya dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, 
berdampak langsung pada pelaku SHK serta melakukan komunikasi dengan 
Pemerintah untuk mendapat dukungan dalam memperkuat hak masyarakat 
atas sumber daya hutan yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Dengan demikian, pengembangan keorganisasian SHK yang bercirikan 
pada pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Hal ini dapat 
dikembangkan melalui berbagai ketentuan dari kesepakatan masyarakat yang 
didukung oleh lembaga pendamping, serta tersedianya tenaga pengelola 
organisasi untuk memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dalam 
SHK. Menggerakkan dan meningkatkan kelembagaan tingkat wilayah 
untuk memperkuat struktur SHK dengan menyiapkan peraturan tentang 
pengelolaan hutan dan sumber daya alam, serta mendorong kerja sama 
dengan berbagai pihak. 

Mengembangkan visi-misi kelembagaan SHK dengan aturan yang berlaku 
di setiap wilayah atau jika perlu membuat peraturan baru. Mengorganisasi 
masyarakat untuk meningkatkan kepemimpinan dan manajemen SHK, 
membuat mekanisme penyelesaian sengketa antarwarga dan melakukan 
koordinasi dengan wilayah yang berbatasan langsung. Ditambahkan aturan-
aturan yang memperkuat sistem kelembagaan yang ada di masyarakat pelaku 
SHK beserta struktur (hubungan SHK dengan pelaku SHK).

2.	 Pembentukan Kelompok:
	 Identifikasi Terbentuknya Suatu Kelompok
Tujuan:
Memberikan pemahaman kepada individu masyarakat/petani maupun 
anggota lembaga mitra/pendamping pentingnya suatu proses pembentukan 
kelembagaan/kelompok tani hutan di masyarakat dalam melakukan 
pengelolaan sumber daya alam dan hutannya.

Waktu: 
selama 45 menit. 
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Dasar Pemikiran: 
Di dalam suatu masyarakat, terdapat berbagai potensi kelembagaan karena 
pada dasarnya selalu terjadi interaksi antar-individu atau antarkelompok 
masyarakat yang terpola. Berbagai bentuk potensi kelembagaan yang ada 
pada masyarakat, antara lain a) kumpulan arisan; arisan uang, barang ataupun 
tenaga; b) interaksi antara petani sebagai produsen dan pedagang (konsumen); 
c) interaksi antarpetani dalam memasarkan hasil maupun membeli saprodi; d) 
interaksi antara petani dan pihak luar (pembina, pemodal, pedagang). Potensi 
kelembagaan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembentukan dan 
pembinaan kelembagaan tani. Rasa sosial untuk saling tolong-menolong 
perlu ditumbuh-suburkan agar modal sosial ini tidak terkikis kemajuan 
masyarakat. Kelembagaan tani berupa “kelompok tani” merupakan alternatif 
yang dapat diandalkan agar para petani dapat berhimpun dan saling bekerja 
sama meningkatkan usahanya. 

Bahan: 
Spidol, Metaplan, Plano, LCD, Laptop, solatif kertas, dan pen laser.

Pengaturan Kelas:
Pembagian ruangan dengan menggunakan meja lingkar yang dapat diisi 
paling banyak oleh lima orang dalam satu meja lingkar. 

Prosedur:
Dilakukan dengan presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
dilanjutkan dengan tanya jawab serta dipandu oleh fasilitator/moderator 
dalam melakukan diskusi umum untuk mengeksplorasi pembahasan. Peserta 
diajak dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan dan menyampaikan 
kondisi di wilayahnya menyangkut sistem pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam dan hutannya.

Tips: 
Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK, penggalian data, dan informasi sesuai 
dengan apa yang dinginkan dalam mendukung program kegiatan. Selain 
itu juga, mampu menggambarkan dan menceritakan kepada peserta lainnya 
mengenai kondisi dan aktivitas sehari masyarakat/pelaku SHK di wilayahnya. 
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Sesi Pertama: 
Brainstorming dan diskusi dipandu fasilitator. 
Membahas: dasar-dasar organisasi dan pengorganisasian. 

Sesi kedua:
FGD; Prosess diskusi bisa dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok 1 membahas: kerangka organisasi secara sosial-budaya.
Kelompok 2 membahas: kerangka organisasi secara formal.

Sesi ketiga:
Kelompok 1 Membahas: Penguatan bidang ekonomi. 
Kelompok 2 Membahas: Penguatan bidang ekologi. 

Sesi keempat:
Brainstorming dan diskusi dipandu fasilitator. 
Membahas: Keterikatan ke-3 sektor pengorganisasian sebagai satu kesatuan 
yang menjadi karakteriktis khas pengorganisasian SHK.

Uraian Materi: 
Teori Pembentukan Kelompok menurut Margono Slamet, proses 
terbentuknya kelompok diawali:

1.	 Adanya kesadaran individu akan keterbatasan kemampuan diri untuk 
memenuhi segala kebutuhannya dan untuk mencapai segala yang 
diinginkan.

2.	 Adanya kesadaran individu tentang adanya kesamaan antara kebutuhan 
dan keinginan dengan kebutuhan dan keinginan individu lain.

3.	 Adanya kebutuhan individu untuk berbagi rasa, pengetahuan, dan 
pengalaman dengan individu lain.

4.	 Adanya dorongan individu untuk bersama dengan individu lain karena 
mereka adalah makhluk sosial.

Syarat-syarat dan Dasar-dasar Pembentukan Kelompok menurut Soekanto 
(Sosiologi Umum 1990), pembentukan sebuah kelompok harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu agar kelompok tersebut dapat hidup (eksis). Adapun 
syarat-syarat tersebut, antara lain:
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a.	 Ada kesadaran dari setiap anggota sebagai bagian dari kelompok.
b.	 Ada hubungan timbal-balik antar-anggota yang satu dengan yang 

lain.
c.	 Ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara 

mereka bertambah erat (nasib, kepentinggan, tujuan, ideologi,  dan 
musuh bersama).

d.	 Kelompok tersebut berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola 
perilaku.

e.	 Kelompok tersebut bersistem dan berproses.
Dasar-dasar Pembentukan Kelompok Menurut Koentjaraningrat (Sosiologi 
Umum 1979), ada empat dasar yang melandasi pembentukan kelompok 
sekaligus menjadi prinsip-prinsip hubungan yang mengikat anggota kelompok 
sosial, yaitu: 

a.	 Dasar keturunan satu nenek moyang (genelogis/kekerabatan, 
misalnya grup kerabat semarga dalam Batak).

b.	 Dasar tempat tinggal bersama/berdekatan (unsur teritorial, misalnya 
grup arisan ibu-ibu RT).

c.	 Dasar kepentingan bersama (tujuan-tujuan yang bersifat khusus).
d.	 Dasar program pihak ‘atas-desa’.
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Bruce W Tuckman (1965) in Indrawijaya (1989: 94–95) mengidentifikasi 
ada lima tahap dalam terbentuknya suatu kelompok, yaitu:

Tahap 1–Forming. Pada tahap ini, kelompok baru saja dibentuk dan diberikan 
tugas. Anggota kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun 
memiliki itikad baik, namun mereka belum saling mengenal dan belum 
bisa saling percaya. Waktu banyak dihabiskan untuk merencanakan, 
mengumpulkan infomasi, dan mendekatkan diri satu sama lain.

Tahap 2–Storming. Pada tahap ini, kelompok mulai mengembangkan ide-
ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas 
isu-isu semacam masalah apa yang harus mereka selesaikan, bagaimana 
fungsi mereka masing-masing dan model kepemimpinan seperti apa 
yang dapat mereka terima. Anggota kelompok saling terbuka dan 
mengonfrontasikan ide-ide dan perspektif mereka masing-masing. Pada 
beberapa kasus, tahap storming cepat selesai. Namun, ada pula beberapa 
kelompok yang mandek pada tahap ini. Tahap storming sangatlah penting 
untuk perkembangan suatu kelompok. Tahap ini bisa saja menyakitkan 
bagi anggota kelompok yang menghindari konflik. Anggota kelompok 
harus memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada.

Tahap 3–Norming. Terdapat kesepakatan dan konsensus antara anggota 
kelompok.  Peranan dan tanggung jawab telah jelas.  Kelompok mulai 
menemukan haromoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat 
mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Pada tahap 
ini, anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain seiring 
dengan mereka melihat kontribusi penting masing-masing anggota 
untuk kelompok.

Tahap 4–Performing. Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam 
menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang 
tidak perlu dan supervisi eksternal. Anggota kelompok saling tergantung 
satu sama lainnya dan mereka saling respek dalam berkomunikasi. 
Supervisor dari kelompok ini bersifat partisipatif. Keputusan penting 
justru banyak diambil oleh kelompok.

Tahap 5–Adjourning dan Transforming. Ini adalah tahap yang terakhir di 
mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa 
saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan 
(transforming). Misalnya jika ada review mengenai goal ataupun ada 
perubahan anggota kelompok.
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Pemberdayaan masyarakat dalam suatu kelompok
Pemberdayaan pada masyarakat maupun kelompok merupakan suatu proses 
pendampingan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok serta 
peningkatan kapasitas kelompok dalam mengelola manajemen kelompok. 

1.	 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan

Perekonomian masyarakat yang bersifat lokal dalam pemberdayaan 
diharuskan lebih memahami secara jernih mengenai, tingkat produktif, 
memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional 
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik 
permasalahan lokal.

Dari berbagai tulisan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas 
dapat dikemukakan sebagai berikut:

a)	 Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat 
adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi 
dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda 
perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua 
warga negara.
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b)	 Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 
ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 
mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan 
ekonomi rakyat adalah kendala struktural, pemberdayaan ekonomi 
rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

c)	 Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 
ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 
ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, serta dari 
ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan 
struktur, meliputi 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber 
daya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; dan  
4) pemberdayaan sumber daya manusia.

d)	 Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 
peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang 
sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, 
namun harus dijamin adanya kerja sama dan kemitraan yang 
erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum 
berkembang.

e)	 Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat, yaitu  
1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset 
produksi (khususnya modal); 2) memperkuat posisi transaksi dan 
kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat 
bukan sekadar price taker; 3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; 
4) penguatan industri kecil; 5) mendorong munculnya wirausaha 
baru; dan 6) pemerataan spasial.

f)	 Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup 1) peningkatan akses 
bantuan modal usaha; 2) peningkatan akses pengembangan SDM; 
dan 3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung 
langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Secara umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia 
memiliki kemiripan dimenasi pendekatan, misalnya 1) permodalan; 2) 
bantuan pembangunan prasarana; 3) pengembangan kelembagaan lokal; 
4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan 5) fasilitasi dari 
pendamping ex situ.

Rumusan strategi pemberdayaan kelompok pelibatan masyarakat sekitar 
hutan jangan sampai berdampak negatif terhadap keutuhan kawasan 
hutannya. Mata pencaharian masyarakat hendaknya mendukung upaya 
perlindungan kawasan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat 
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(Kelman 2007). Kegiatan pemberdayaan ini dapat meliputi peningkatan 
kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya 
alam hayati tersebut dengan melihat Aspek ekologi, ekonomi, dan 
sosial-budaya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling 
memengaruhi sehingga keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 
dapat secara berkelanjutan. Aspek Ekonomi Kelestarian fungsi ekonomi 
kawasan hutan adalah terjaminnya fungsi taman nasional untuk 
memberikan manfaat dengan tetap mempertahankan sistem penyangga 
kehidupan berbagai spesies dan plasma nutfah asli, serta ekosistem unik 
yang terdapat di dalamnya dengan kriteria 1) tersedianya akses manfaat 
ekonomi dalam pembangunan wilayah, 2) tersedia insentif bagi pelaku 
konservasi, dan 3) tersedianya akses pemanfaatan sumber plasma nutfah 
bagi budidaya (Suhendang 2004).

Aspek Ekologi Kelestarian fungsi ekologi adalah prinsip yang 
menjelaskan ukuran keberhasilan dari sisi ekologi dan lingkungan, yaitu  
dengan kriteria terjaminnya fungsi ekosistem kawasan taman nasional 
(Suhendang 2004). Aspek Sosial Budaya. Kelestarian fungsi sosial 
budaya adalah terjaminnya fungsi taman nasional untuk keberlangsungan 
manfaat sosial maupun budaya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, serta 
tatanan pranata sosial yang diterima dan berlaku dalam kehidupan 
masyarakat setempat yang dicirikan oleh 1) hubungan harmonis budaya 
lokal dan sumber daya alam, 2) terjaminnya ruang kelola masyarakat, 
dan 3) kontribusi terhadap perkembangan pendidikan dan pengetahuan 
baru sumber daya alam (Suhendang 2004). 

Peningkatan kapasitas (capacity building) dalam hal ini dilakukan agar 
kelompok tani memiliki peningkatan kemampuan secara individual 
maupun kelompok. Peningkatan kapasitas individual antara lain 
dilakukan melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan manajemen 
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usaha. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, perlu meningkatkan 
koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, baik dengan organisasi 
pemerintah maupun nonpemerintah, dari dalam maupun luar negeri 
serta masyarakat luas dengan mengembangkan suatu sistem kemitraan. 
Kemitraan mengandung makna kebersamaan dalam melaksanakan setiap 
kegiatan dan komunikasi yang dibangun dengan baik agar kegiatan tidak 
saling tumpang-tindih atau saling mengganggu dalam pelaksanaannya di 
suatu desa yang menjadi tujuan pemberdayaan.

2.	 Ekonomi Sumber Daya Hutan

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam kerangka 
community forestry (kehutanan masyarakat) merupakan salah satu 
strategi pengelolaan sumber daya hutan menuju pengelolaan hutan 
lestari (sustainable forest management). Beberapa kerangka kelembagaan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan 
diatur melalui beberapa mekanisme, seperti Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Dan 
dikembangkan lagi melalui Permen KLHK Nomor P. 83 Tahun 2016 
tentang Perhutanan Sosial melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, 
Hutan Kemitraan, Hutan Tanaan Rakyat, Hutan Hak/Adat. Bentuk-
bentuk pengelolaan hutan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu 
memanfaatkan hutan untuk memberdayakan masyarakat, baik di dalam 
maupun di sekitar kawasan hutan dengan meningkatkan keterlibatannya 
agar kesejahteraannya meningkat.
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Namun demikian, dalam perkembangannya praktik pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat cenderung berjalan lamban, bahkan praktik 
pengelolaan hutan adat menjadi terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan 
sektoral dan investasi skala besar yang seringkali tidak konsisten dan 
saling berbenturan. Namun demikian, bentuk PHBM yang berjalan 
hingga saat ini dapat bertahan dan menunjukkan kemampuannya 
dalam mewujudkan kelestarian sumber daya hutan, mencegah konflik, 
dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat di dalam dan sekitar 
kawasan hutan. Terkait dengan perkembangan PHBM ke depan, 
pengembangan jasa lingkungan merupakan suatu alternatif yang 
dapat diimplementasikan dalam praktik pemanfaatan hutan berbasis 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan 
sekitar hutan. Kegiatan dalam pemanfaatan jasa lingkungan ini antara 
lain adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, 
perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan/penyimpanan 
karbon. 

Atas kegiatan tersebut, bisa diterapkan suatu mekanisme pembayaran 
yang disebut dengan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang 
diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan kepada pihak penyedia jasa 
lingkungan.

a)	 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

Kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan 
Desa (HD) dilaksanakan berdasarkan amanat pembukaan UUD 
1945, yaitu 1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum, dan 
3) mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pengembangan HKm-HD 
antara lain pengembangan industri kecil perkayan (pro-growth), 
meningkatkan pendapatan masyarakat (pro-poor), perbaikan mutu 
lingkungan (pro-environment), menciptakan lapangan kerja (pro-
jobs), mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis (pro-green 
economy), serta menjadi media penyuluhan yang efektif dalam 
pelestarian hutan. 

b)	 Pengelolaan Model Desa Konservasi dan Zona Pemanfaatan  
di Kawasan Konservasi

Pembentukan TN diinisiasi oleh International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) dan dalam prosesnya banyak sekali 
konflik yang merebak dan berkepanjangan sehingga memerlukan 
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solusi alternatif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan Model 
Desa Konservasi (MDK) menjadi penting untuk diwujudkan. Desa 
Konservasi memiliki pengertian desa yang dalam penyelenggaraan 
pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari sejalan dengan 
upaya dan kegiatan konservasi baik konservasi sumber daya alam 
hutan, tanah dan air. 

Pembangunan MDK ini bertujuan: 1) pemberdayaan masyarakat, 
2) penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi, dan 
3) pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi. Jenis 
kegiatan dalam Desa Konservasi antara lain penguatan kapasitas 
masyarakat, pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok, serta 
penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati.

c)	 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) memiliki tujuan 
untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan 
dengan berasaskan keterpaduan, manfaat dan lestari, kerakyatan, 
keadilan, kebersamaan, keterbukaan di mana penguasaan hutan 
tetap oleh negara. Program HTR ini memiliki manfaat, yaitu  
1) eksistensi kawasan, 2) optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan 
produksi, 3) memberikan akses legal kepada masyarakat, 4) rakyat 
ikut mengelola hutan sebagai pemegang izin, dan 5) meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

d)	 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Negara dan 
Hutan Adat

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini belum mencapai 
pengelolaan hutan yang lestari dan adil. Selain itu, politik kehutanan 
juga terkesan memarginalkan peran masyarakat desa hutan dalam 
pembangunan kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan konflik 
penguasaan hutan terjadi di berbagai kawasan hutan. Dengan 
demikian, suatu tantangan bagaimana untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan yang lestari dan adil, bersamaan dengan 
mensejahterakan masyarakat lokal.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan 
negara dan hutan adat perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas 
masyarakat, baik secara individu maupun secara umum. Bentuk 
peningkatan kapasitas individu antara lain dengan meningkatkan 
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pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), pengalaman (experiences), 
daya cipta (inovativeness), dan hasrat/cita-cita (desire). Sementara 
itu, untuk peningkatan kapasitas masyarakat secara umum perlu 
ditingatkan penyaluran informasi, penegakan norma, pemeliharaan 
saling percaya, dan jaringan sosial.

e)	 Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Lindung dan Konservasi

Pengertian Jasa Lingkungan atau Jasa Ekosistem adalah hasil atau 
implikasi dari dinamika bentang alam berupa jasa (yang memberikan 
keuntungan bagi kehidupan manusia) yang dapat dikategorikan 
sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati, 
dan ekosistem, fungsi hidrologi, penyerapan dan penyimpanan 
karbon, dan berbagai jasa lainnya. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, bentuk pemanfaatan jasa 
lingkungan di kawasan konservasi antara lain 1) penyimpanan dan/
atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan 
angin serta wisata alam, 2) pemanfaatan panas bumi (tahap usulan 
revisi), dan 3) pemanfaatan jasa ketinggian (tahap usulan revisi). 
Sementara itu, berdasarkan PP No. 36 Tahun 2007 Jo PP No. 3 
Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan 
hutan serta pemanfaatan hutan, Pasal 25 Ayat (1), pemanfaatan jasa 
lingkungan di hutan lindung antara lain pemanfaatan aliran air, 
pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, 
penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/
atau penyimpanan karbon.

3.	 Pembuatan AD/ART Melalui Visi dan Misi 
Bersama

Tujuan: 
memberikan pandangan dan panduan sederhana dalam membuat suatu 
kerangka kelembagaan/kelompok tani hutan. 

Waktu: 
selama 120 menit. 
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Dasar Pemikiran: 
pengembangan panduan dalam membentuk suatu kelembagaan/kelompok 
tani hutan sangat penting melalui proses pembentukan struktur kelembagaan 
yang mempunyai AD/ART sehingga ada suatu kesepakatan dan tanggung jawab 
bersama di sesama anggota kelembagaan/kelompok untuk mengembangan 
ide-ide yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan/kelompok.

Bahan: 
Spidol, Metaplan, Plano, LCD, Laptop, solatif kertas, dan pen laser.

Pengaturan Kelas:
Pembagian ruangan dengan menggunakan meja lingkar yang dapat diisi 
paling banyak oleh lima orang dalam satu meja lingkar. 

Prosedur:
Dilakukan dengan presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang 
dilanjutkan dengan tanya jawab serta dipandu oleh fasilitator/moderator 
dalam melakukan diskusi umum untuk mengeksplorasi pembahasan. Peserta 
diajak dalam diskusi kelompok untuk menggambarkan dan menyampaikan 
kondisi di wilayahnya menyangkut sistem pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam dan hutannya.

Tips: 3

Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK, penggalian data, dan informasi 
sesuai dengan apa yang dinginkan dalam mendukung program kegiatan. 
Selain itu juga, mampu menggambarkan dan menceritakan kepada peserta 
lainnya mengenai kondisi dan aktivitas sehari masyarakat/pelaku SHK di 
wilayahnya. 

Uraian Materi:
Dalam membangun kekuatan lembaga, keberadaan visi dan misi menjadi 
jiwa dan komitmen dari lembaga. Keberadaan AD dan ART menjadi pijakan 
dalam mengatur perjalanan lembaga. Penataan administrasi menjadi faktor 
yang harus dibangun dalam aktivitas lembaga. Identifikasi sumber daya alam 
(SDA) adalah cara lembaga melihat dan mengetahui potensi dan kekayaan alam 
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yang dimiliki. Pengetahuan memberikan kekuatan bagi lembaga berkaitan 
dengan bagaimana mengatur, mengelola, dan merencanakan penggunaan 
dari SDA yang dimiliki, demikian pula dengan sumber daya hutannya. 

Dinamika kelompok tani akan terjadi secara berkesinambungan apabila 
dalam kelompok tersebut terdapat proses-proses sebagai berikut:

a)	 Penetapan tujuan kelompok
Tujuan kelompok haruslah memberikan manfaat bagi seluruh anggota 
kelompok dan merupakan apresiasi kepentingan bersama.

b)	 Pemilihan ketua kelompok tani dan pengurusnya
Ketua kelompoktani dipilih oleh anggotanya berfungsi sebagai pemimpin 
kelompok harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan 
dapat diteladani oleh anggotanya. Pengurus lain sebaaiknya orang yang 
akomodatif.

c)	 Penetapan AD-ART (kalau diperlukan)
Ada pepatah “Jer basuki mawa bea” artinya untuk suatu keberhasilan 
memerlukan biaya. Aktivitas kelompok akan lebih lancar apabila ada 
dukungan materi dan finansial oleh seluruh anggotanya.

d)	 Penetapan tata cara dan aturan bersama
Dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang harus dianut agar 
terwujud keadilan bersama.

e)	 Penetapan agenda kerja bersama
Agar terjadi proses saling asih, asah, dan asuh dalam meningkatkan 
usahatani para anggotanya, perlu dibuat agenda kerja sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi. Sebaiknya, terjadi pertemuan yang rutin 
dengan acara terencana.

Membangun Visi Bersama adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh 
suatu lembaga, di mana segala usaha dilakukan dengan tujuan untuk 
mewujudkan visi tersebut. visi menjadi suatu komitmen untuk 
melakukan sesuatu dan bentuk kepedulian yang dibangun terus oleh 
lembaga. Visi disusun dalam sebuah proses dengan kehadiran semua 
anggota lembaga dan akan dibawa ke mana pun dan di mana pun 
anggota dan lembaga berada. Manfaat visi adalah menjadi tujuan akhir 
dari proses kelembagaan, menjadi arahan dari suatu proses, serta menjadi 
pedoman dan pengawal proses kelembagaan.
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Skema Perumusan Visi Bersama:

1.	 Membuat kelompok kecil untuk melihat dinamika kelompok dalam 
menghimpun cita-cita dari masing-masing kelompok. 

2.	 Diskusi pleno untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
mengenai dinamika kelompok untuk dihimpun menjadi suatu data 
dan informasi dalam mengembangkan visi.

3.	 Penyusunan visi melalui:
a.	 Pembentukan tim perumus melalui diskusi kelompok kecil
b.	 Penyusunan draf.
c.	 Penyampaian draf hasil diskusi kelompok kecil melalui diskusi 

pleno.
d.	 Analisis tentang visi yang disampaikan dari setiap diskusi 

kelompok kecil.
e.	 Pernyataan/kesepakatan visi bersama.

Proses Perumusan Visi Bersama 
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Perumusan misi bersama dalam rangka menjabarkan visi, bersifat 
umum, belum didukung data, tapi bisa dikerjakan secara operasional. 
Misi lebih bersifat aplikatif, di mana terdapat penafsiran yang diberikan 
oleh lembaga terhadap visi yang ingin dicapainya. 

Skema Perumusan Misi Bersama:

1.	 Melakukan brainstorming yang bertujuan mendapatkan informasi 
awal berkaitan dengan penafsiran visi dari peserta yang akan 
dijadikan misi bersama melalui metaplan.

2.	 Membuat kelompok kecil untuk melihat dinamika kelompok dalam 
menghimpun cita-cita dari masing-masing kelompok. 

3.	 Diskusi pleno untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
mengenai dinamika kelompok untuk dihimpun menjadi suatu data 
dan informasi dalam mengembangkan visi menjadi misi bersama 
dari hasil diskusi kelompok kecil.

4.	 Penyusunan misi melalui:
a.	 Pembentukan tim perumus melalui diskusi kelompok kecil.
b.	 Penyusunan draf bisa melalui gambar, penulisan dalam kertas 

plano ataupun metaplan yang akan ditempel di kertas plano 
yang sudah dikelompokkan.

c.	 Penyampaian draf hasil diskusi kelompok kecil melalui diskusi 
pleno.

d.	 Analisis tentang misi yang disampaikan dari setiap diskusi 
kelompok kecil, fasilitator dapat membantu dalam memperbaiki 
pengelompokan misi kelompok.

e.	 Pernyataan/kesepakatan visi bersama.
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Proses Perumusan Misi Bersama 
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Anggaran Dasar (AD):

1.	 Nama organisasi;
2.	 Tujuan dan kekuasaan organisasi;
3.	 Kualifikasi keanggotaan;
4.	 Pengurus organisasi beserta tugas-tugasnya dan jangka waktu 

kepengurusannya;
5.	 Dewan pengawas dan cara pemilihannya;
6.	 Waktu bagi pertemuan-pertemuan biasa tata cara mengadakan 

pertemuan khusus dan rapat luar biasa; serta
7.	 Cara mengubah atau menetapkan AD.

Anggaran Rumah Tangga (ART):

a.	 Jenis-jenis keanggotaan;
b.	 Syarat-syarat keanggotaan;
c.	 Cara-cara penerimaan keanggotaan;
d.	 Iuran-iuran;
e.	 Hak dan kewajiban pengurus;
f.	 Hak dan kewajiban dewan pengawas;
g.	 Ketentuan-ketentuan mangadakan dan memimpin rapat;
h.	 Wewenang anggota;
i.	 Jumlah yang menentukan tercapainya forum; serta
j.	 Prosedur untuk menetapkan dan merubah ART.

4.	 Transformasi dan Monev
Tujuan:
Melakukan suatu praktik pengembangan organisasi/kelompok melalui suatu 
penyebaran informasi ke pihak lain dengan harapan dapat mengembangkan 
suatu organisasi/kelompok di pihak lain dengan capaian yang sama dan dapat 
dikawal bersama melalui kader-kader kelompok tani. 

Waktu: 
Selama satu hari. 
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Dasar Pemikiran:
Bahwa kader-kader yang sudah dan memperoleh informasi mengenai 
pembentukan dan penguatan organisasi/kelompok melalui nilai dan prinsip 
SHK dapat menyampaikan secara langsung dan dikembangkan pada kelompok 
lain. Dengan demikian,  pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya hutan 
mendapat dukungan dari berbagai pihak ke dalam suatu kelompok/organisasi 
di komunitas.

Bahan:
Bahan/materi pelatihan, silabus, dan ada kelompok yang menjadi sasaran. 

Pengaturan Kelas:
Diberikan suatu praktik lapangan ataupun kepada kelas lain.

Prosedur:
Bahwa setiap peserta ToT dapat menceritakan dan mempraktikkan apa yang 
diberikan dalam pengembangan oranisasi/kelompok melalui nilai dan prinsip 
Sistem Hutan Kerakyatan. 

Tips:
Pengetahuan mengenai nilai dan prinsip wilayah SHK dalam mendukung 
kegiatan pengorganisasian pelaku SHK kepada pihak lain melalui kader 
kelompok/organisasi yang telah dibentuk kepada pihak lain.

Uraian Materi :
Transformasi (transformasi adalah proses dan dinamika “penyebaran” keahlian 
dari pihak pelatih kepada pihak yang dilatih, yaitu kelompok sasaran).

Dilakukan pada hari kedua/ketiga. 

Pelaksanaan: mempraktikkan secara langsung kepada kelompok sasaran 
(target groups).

Bahan yang harus dimiliki: 

•	 Instrumen (peserta harus bisa membuat peralatan yang berupa 
materi, silabus atau modul yang bisa digunakan untuk melakukan 
pengorganisasian dan membuat organisasi). 
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•	 Kelompok Sasaran/Target Groups (praktik melakukan pengorganisasian 
dan membuat organisasi pada kelompok sasaran dengan acuan modul 
yang telah dibuat). 

Dilakukan pada hari keempat: 

•	 Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan 
sebelumnya, ataukah terjadi penyimpangan, dan bahkan pelanggaran?

•	 Apakah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak sesuai lagi atau 
bahkan salah dan bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan? 

•	 Apakah terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan; 
kesalahan tersebut terletak di mana? Apakah pada organ pelaksanaannya 
atau karena programnya susah untuk dilaksanakan?

•	 Harus selalu dilakukan update, perbaikan, dan perbaruan. 
•	 Menguji kerangka, metode, instrumen dan teknik organisasi, serta 

dampak (impact) pengorganiasasian. 

Monitoring dan Evaluasi mekanisme kontrol terhadap hasil pekerjaaan yang 
tengah berlangsung. Hal ini harus terus dilakukan monitoring karena bila 
tidak sesuai, harus dilakukan evaluasi. 
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Dilakukan pada hari keempat melalui brainstroming, pemaparan, dan diskusi 
bersama.

•	 Melakukan Transformasi 
•	 Melaksanakan pekerjaan pengorganisasian pada kelompok sasaran.
•	 Menguji kerangka, metodologi, intrumen dan teknik 

pengorganisasian. 
•	 Membuat kerangka monev

•	 Penyusunan instrumen monev 
•	 Bagaimana melaksanakan monev. 
•	 Bagaimana mengeksekusi persoalan, mengambil keputusan,  

dan melakukan perubahan. 
•	 Membuat Rencana Tindak Lanjut

Dalam melakukan monev dari apa yang dilakukan dalam tahapan 
transformasi ialah berupa: 

Dasar-dasar Pengorganisasian

•	 Mendengar; 
•	 Menyerap aspirasi;
•	 Mengajak diskusi; 
•	 Mendorong semangat; 
•	 Mengajak bersama; 
•	 Menggali akar persoalan; 
•	 Mencari jalan keluar; 
•	 Membuat peta persoalan; serta 
•	 Membuat kerangka penyelesaian persoalan. 
Aspek organisasi secara sosial budaya

•	 Berdasarkan nilai-nilai setempat; 
•	 Berdasarkan kondisi sosial budaya; 
•	 Berdasarkan kekerabatan; 
•	 Berdasarkan kebersamaan, gotong-royong, dan kerja sama; 
•	 Ada pertemuan rutin berkala; 
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•	 Ada mekanisme musyawarah yang demokratis; 
•	 Ada mekanisme pengambilan keputusan; 
•	 Ada pembagian tugas dan distribusi kewenangan; 
•	 Ada mekanisme kontrol di dalamnya; serta
•	 Ada mekanisme chech dan balance.



LAMPIRAN MODUL
Lampiran alur pelaksanaan ToT

Alur ToT Pengembangan

Kelompok Tani Hutan
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Perspektif SHK
(nilai-nilai atau prinsip dasar SHK yang selalu dipakai sebagai landasan dan

cakrawala dari keseluruhan isi dan materi pelatihan)

Dilakukan pada hari Pertama :

Materi disiapkan oleh Fasilitator dan disampaikan melalui diskusi
interaktif dengan cara mengajak para peserta pelatihan untuk
menggali bersama.

Bahan:

Memahami Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) → Sumber
Silabus ToT Pendokumentasian SHK

– Pengenalan Prinsip SHK

– Identifikasi Prinsip SHK di Wilayah Peserta

Analisis SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari

– SHK dan Pengelolaan Hutan Lestari

– Menggambarkan Kondisi masing-masing wilayah dalam
mengelola dan memanfaatkan hutan dan lahan

Kerangka Pemahaman
(Pelatih Pengorganisasian: sebelum melakukan pengorganisasian harus ,memiliki

kerangka berpikir secara menyeluruh dan bisa menuliskan kerangka pemikirannnya

tsb. secara sistematis, detail dan terperinci)

Dilakukan pada hari Pertama, melalui brainstroming dan Diskusi Fokus (FGD)

A. Pengorganisasian

– Dasar-dasar organiasi dan pengorganisasian

– Bagaimana organisasi secara sosial-budaya

– Bagaimana (kerangka) organisasi secara formal/ resmi
(hukum)

B. Penguatan Organisasi

– Pengorganisasian pada penguatan sektor ekonomi

– Pengorganisasian pada penguatan sektor ekologi

– Pemahaman ke 3 sektor (Sosial-budaya-hukum, dengan
ekonomi dan ekologi) sebagai satu kesatuan yg saling
terkait.
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Transformasi
(Transformasi adalah proses dan dinamika “penyebaran” keahlian dari

pihak Pelatih kepada pihak yang dilatih yaitu: kelompok sasaran)

Dilakukan pada hari Kedua / Ketiga

Pelaksanaan: mempraktekan secara langsung kepada kelompok sasaran

(target groups)

Bahan yang harus dimiliki:

• Instrumen (Peserta harus bisa membuat peralatan yang

berupa materi, silabus atau modul yang bisa digunakan

untuk melakukan pengorganisasian dan membuat

organisasi)

• Kelompok Sasaran/ Target Groups (praktek

melakukan pengorganisasian dan membuat organisasi pada

kelompok sasaran dengan acuan modul yg telah dibuat)
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Monitoring dan Evaluasi
mekanisme kontrol terhadap pekerjaaan yg tengah berlangsung:

Dilakukan pada hari Ke empat:

• Apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang telah

direncanakan sebelumnya, ataukah terjadi penyimpangan,

dan bahkan pelanggaran?

• Apakah, perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak

sesuai lagi atau bahkan salah dan bertentangan dengan

kenyataan yang ada dilapangan?

• Apakah terdapat ketidak sesuaian antara perencanaan

dengan pelaksanaan; kesalahan tersebut terletak dimana?

Apakah pada organ pelaksananya atau karena programnya

susah untuk dilaksanakan?

•Harus selalu dilakukan Up Date, perbaikan dan perbaruan

•Menguji kerangka, metode, instrumen dan teknik organisasi

serta dampak (impact) pengorganiasasian

Monitoring dan Evaluasi
mekanisme kontrol terhadap hasil pekerjaaan yg tengah berlangsung; Hal ini

harus terus dilakukan monitoring;

Bila tidak sesuai, maka harus dilakukan evaluasi

Dilakukan pada hari Keempat melalui brainstroming, Pemaparan, Diskusi
bersama

• Melakukan Transformasi
Melaksanakan pekerjaan pengorganisasian pada kelompok

sasaran.

Menguji Kerangka, metodologi, intrumen dan teknik
pengorganisasian

• Membuat kerangka monev
Penyusunan instrumen Monev

Bagaimana melaksanakan monev

Bagaimana mengeksekusi persoalan , mengambil keputusan
dan melakukan perubahan

• Membuat Rencana Tindak Lanjut
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Lampiran Modul
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Lampiran Pengenalan SHK
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Lampiran Modul
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